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PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKEBUN SAWIT DAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT. 
 

  ABSTRAK  - Bahwa setiap pekebun sawit dan pekerja perkebunan sawit berhak atas jaminan 
sosial dalam rangka perlindungan diri dari risiko yang mengancam keselamatan, 
Kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, dalam rangka optimalisasi 
penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekebun sawit 
dan pekerja perkebunan sawit yang berada di daerah untuk pemenuhan ha katas 
kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan 
pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, 
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang belum 
terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekebun Sawit dan Pekerja 
Perkebunan Sawit. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka 
Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6845), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 



Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893, Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6884), Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 
tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 253), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 247), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715). 

  - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai Ketentuan Umum, diatur mengenai 
pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, diatur mengenai 
pelaporan dan evaluasi, diatur mengenai pendanaan, dan diatur tentang 
Ketentuan Penutup. 

 
 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2024. 
  -  Penjelasan: 5 halaman. 
 


